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Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyal peranan dan tanggung jawab yang cukup
penting didalam pel aksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagal Pejabat
Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-
peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di
Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan.
Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun PPAT
didalam kenyataannya banyak memiliki celah-celah yang dapat mengakibatkan seorang Notaris maupun
PPAT harus berhadapan dengan “ masalah hukum”. Kurator yang diberi kewenangan oleh hukum untuk
mengambil alih kepengurusan Debitur Pailit seharusnya dengan sungguh-sungguh

mel aksanakan tugasnya dengan mengel ola harta debitur Pailit .

Materi tesisini akan mencoba membahas |ebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Notaris PPAT didalam
mel aksanakan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan, dan tentunya diharapkan dapat
memberi masukan-masukan bagi banyak pihak agar pelaksanaan putusan pailit maupun pelaksanaan putusan
perdamaian dalam kepailitan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak ada
pihak yang dirugikan......Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) have important roles and
responsibilities in the implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisionsin bankruptcy.
As Public Officials authorized to make authentic deeds, Notaries and PPATs are required to follow the
applicable laws and regulations. Bankruptcy law is not a new legal product in Indonesia, but in reality there
are still many people who do not understand Bankruptcy Law. The implementation of bankruptcy decisions
and reconciliation decisionsin bankruptcy by a Notary and PPAT in reality has many loopholes that can
result in aNotary or PPAT having to deal with "legal problems’. The curator who is authorized by law to
take over the management of the Bankrupt Debtor should seriously carry out his duties by managing the
assets of the Bankrupt Debtor.

The material of thisthesiswill try to further discuss the problems faced by PPAT Notaries in implementing
bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy, and of courseit is hoped that it can provide
input for many parties so that the implementation of bankruptcy decisions and the implementation of
reconciliation decisions in bankruptcy can run in accordance with applicable laws and regulations and no
party is harmed.
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